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ABSTRACT
The exploitation of  sandalwood trees without applying sustainability principle and lacking of  knowledge of  people in 
that time cause the scarcity of  sandalwood trees.  Besides the technical problem for replanting  of  sandalwood trees, the 
regulations for the obligatory for planting were just mentioned in some paragraph without detail instruction and 
sanction for those who broke that regulations. This paper describes some regulations for the exploitation of  sandal 
wood trees existed in the year of  1956 – 1999. The content of  those regulation mostly for the taxes, fee for the person 
or people and sanction for the person or people disturbing that trees in the field . It seems that those regulations mostly 
related to the exploitation without considering the rehabilitation or replantation of  the species.  Due to those 
conditions, the species is now scarce, it is difficult to find sandalwood trees in the field, especially the big size/diameter. 
In the future, it is important to set a new regulation for the management of  sandal wood trees related to planting, 
tending, cutting, taxes, fee and marketing  both for their derivatives.
Keywords:  Sandalwood, management, regulation and sustainability
ABSTRAK
Eksploitasi kayu cendana yang tidak berbasis kelestarian dan kurangnya pengetahuan teknis 
dari masyarakat pada masa dulu menyebabkan kayu cendana menjadi langka. Di samping kurangnya 
pengetahuan teknis penanaman, peraturan yang mengharuskan untuk menanam hanya terdapat 
dalam beberapa pasal tanpa penjelasan yang rinci dan tanpa menyebutkan sanksi yang tegas. Tulisan 
ini merupakan uraian peraturan perundangan yang mengatur eksploitasi kayu cendana yang ada 
sejak tahun 1956 sampai dengan 1999. Umumnya isi dari peraturan perundangan di atas mengenai 
fee, pajak dan sanksi-sanksi bagi masyarakat yang mengganggu tanaman cendana di lapangan 
Kelihatannya peraturan tersebut hanya mengatur eksploitasi tanpa mempertimbangkan rehabilitasi 
atau penanaman kembali. Pada akhirnya karena kondisi-kondisi di atas menjadikan cendana  
menjadi sangat langka dan saat ini sangat sulit untuk menemukannya di lapangan, terutama yang 
berukuran besar. 
Kedepan, sangat penting untuk menyusun kebijakan yang menyeluruh mulai dari 
penanaman, pemeliharaan, pemanenan, fee, pajak dan pemasaran untuk kayu cendana dan 
turunannya.
Kata kunci:  Cendana, pengelolaan, peraturan perundangan dan kelestarian
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I.  PENDAHULUAN
Eksploitasi cendana di Propinsi Nusatenggara Timur (NTT) yang tidak berbasis 
kelestarian sudah berlangsung sejak zaman penjajahan Portugis dan Belanda yang 
melibatkan pedagang-pedagang dari berbagai Negara seperti Cina, Portugis, dan Negara 
Eropa, dan hal ini mengakibatkan kelangkaan yang mulai terlihat pada awal zaman 
kemerdekaan menuju kepunahan jenis tersebut. 
Beberapa peraturan perundangan yang dikeluarkan sejak zaman penjajahan 
sampai dengan tahun 1999 memperlihatkan terbatasnya pasal yang mengatur aspek 
kelestarian jenis tersebut. Penyusunan peraturan perundangan pengelolaan cendana yang 
hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi dan bukan pada pertimbangan teknis seperti 
aspek kelestarian menyebabkan kelangkaan jenis tersebut. Peraturan perundangan yang 
baik dan responsif  seharusnya disusun berdasarkan pertimbangan sosial, budaya, 
lingkungan termasuk pertimbangan teknis ilmiah dari silvikultur pohon cendana.
Dalam tulisan ini disajikan hasil kajian berbagai pasal yang mendukung teknis 
silvikultur kelestarian cendana dan masukan terhadap penyempurnaan peraturan 
pengelolaan pohon cendana di masa mendatang.
II. PENGELOLAAN CENDANA SEJAK SEBELUM ZAMAN PENJAJAHAN 
SAMPAI AWAL KEMERDEKAAN
     
A.  Sebelum Masa Kolonial
Nusa Tenggara Timur termasuk salah satu wilayah yang aktif  dalam perdagangan 
dunia kayu cendana. Diperkirakan kayu cendana mulai diperdagangkan tahun 1500 SM. 
Namun sesuai keadaan perdagangan dunia pada waktu itu, perdagangan cendana mulai 
intensif  sekitar permulaan abad Masehi. Menurut Van Leur (1954) dalam Widyatmika 
(2007), para pelaut India telah sampai ke Kepulauan NTT pada sekitar awal abad Masehi, 
diikuti oleh pelaut Cina dan pedagang dari Indonesia bagian Barat yang memulai 
perburuan cendana ke Pulau Sumba.
Peraturan yang berlaku pada saat itu hanya aturan dari raja yang berkuasa dimana 
rakyat hanya boleh menukar cendana dengan barang lain dari pedagang seperti perak, 
emas, gading dan barang-barang tembikar lainnya dengan keharusan membayar pajak 
kepada raja. Selanjutnya aturan yang berlaku pada zaman Masehi adalah bahwa apabila 
kapal pedagang yang datang, mereka harus memberi hadiah sirih pinang kepada raja 
sebagai ganti biaya berlabuh dan lain-lain. Kayu cendana dibeli dengan harga yang sangat 
murah dari masyarakat dan seluruh keuntungan dinikmati oleh raja dan para bangsawan 
beserta seluruh keluarganya (Widyatmika, 2007).
B.  Masa Kolonial
Dengan kedatangan Potugis, VOC dan kemudian Hindia Belanda terjadi 
persaingan dagang diantara mereka sampai tahun 1916. Sebagai contoh VOC mengatur 
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penjualan cendana dengan memesan cendana dari para penguasa lokal di Pulau Sumba 
dengan perjanjian bahwa setiap kayu cendana yang diperoleh dari Sultan Bima yang 
berkedudukan di Pulau Sumba atau yang berasal dari penduduk dibayar 12 ringgit untuk 
16 potong kayu cendana.
Selanjutnya pada masa kekuasaan raja seluruh kayu cendana yang tumbuh di hutan, 
lahan masyarakat merupakan milik pemerintah atau pernguasa lokal, masyarakat hanya 
mendapatkan bagian upah tebang dan upah angkut. Sebagai contoh pembagian hasil 
disebutkan 5/10 untuk raja, 2/10 untuk fetor (bawahan raja), 1/10 untuk temukung 
(petugas kerajaan) dan 2/10 untuk tukang tebang. Apabila cendana yang tumbuh dilahan 
masyarakat dan mati akibat tidak dipelihara maka masyarakat tersebut didenda dengan 
menyerahkan sapi, babi dan ternak lainnya. Demikian juga apabila masyarakat membuka 
hutan untuk lahan pertanian, jika ada kerusakan kayu cendana maka petani tersebut akan 
didenda.
Hal yang sama terjadi pada masa pemerintahan Portugis di mana hasil kayu 
cendana yang tumbuh di lahan raja sebanyak 2/3 untuk Portugis dan 1/3 untuk raja atau 
penguasa lokal (Widyatmika, 2007).
Pada masa penjajahan Hinda Belanda juga dibuat aturan sebagai berikut :
1. Jika seseorang merusak kayu cendana yang sudah besar maka didenda sebesar 
10 rupiah uang perak;
2. Pelaku penebang liar kayu cendana didenda 10 rupiah uang perak dan penjara 3 
tahun;
3. Apabila seseorang sengaja membakar belukar yang menyebabkan daun 
cendana gugur maka didenda 1 ringgit uang perak dan penjara 3 tahun;
4. Apabila seseorang  ketahuan mematikan anakan cendana di kebun atau ladang 
atau pekarangan petani, maka didenda 5 rupiah uang perak dan penjara 6 
tahun;
5. Pelaku pencurian kayu cendana didenda 10 rupiah uang perak dan dan 
dipenjara 3 tahun;
6. Apabila seseorang memotong ranting cendana dengan sengaja sewaktu 
berkebun maka didenda 1 ringgit uang perak dan dipenjara 3 tahun.
C.  Masa Awal Merdeka
Setelah Indonesia merdeka, peraturan-peraturan tentang cendana masih tetap 
berlaku bahkan dijadikan peraturan resmi dalam Peraturan Daerah (Perda). Pada tahun 
1953 Pemda Timor mengeluarkan Perda Nomor 4 Tahun 1953 tentang Kayu Cendana. 
Dalam Perda ini disebutkan bahwa :
1. Semua kayu cendana yang berupa tumbuhan hidup maupun yang mati di 
dalam daerah Timor dikuasai sepenuhnya oleh Pemda Timor;
2. Pembagian hasil sudah dilakukan dengan ketentuan bahwa rakyat memelihara, 
menebang dan mengumpulkan cendana mendapatkan 40 sen per kg;
3. Bagi mereka yang menebang, merusak, memiliki, memperdagangkan dan 
mengangkut kayu cendana tanpa izin diancam hukuman kurungan 3 bulan, 
denda setinggi-tingginya Rp.100.,00 dan kayu cendanya disita.
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III. KEBIJAKAN PENGELOLAAN CENDANA SELAMA SEKITAR 20 
TAHUN TERAKHIR DAN PERMASALAHANNYA
Berdasarkan dokumentasi tentang peraturan pengelolaan cendana di Propinsi 
NTT, ditemukan delapan peraturan terkait. Adapun perda pertama adalah perda Propinsi 
NTT Nomor 8a tahun 1986 dan aturan terakhir berupa keputusan Gubernur Nusa 
Tenggara Timur Nomor 2 tahun 1999 tentang Tata Niaga Kayu Cendana.  Jumlah 
peraturan yang  dikaji dalam bab ini sebanyak 11 keputusan sebagai berikut :
A. Perda Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8a Tahun 1986
Perda Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8a Tahun 1986 adalah sebagai berikut:
a. Untuk i kayu cendana yang berasal dari kawasan hutan Negara
•Premi untuk : petani 10%, desa 7% dan pemerintah kecamatan 3%.
•Kas Pemda daerah : Tingkat II 55% dan panda Tingkat I 25%.
b. Cendana yang berasal dari luar kawasan hutan Negara
1) Di tanah milik petani
o Premi desa 2%, kecamatan 2%.
o Pemilik tanah petani 50%.
o Kas pemda Tingkat II 21%.
o Kas pemda Tingkat I 25%.
2) Di luar tanah milik petani
o Premi petani 10%, pemerintah desa 7%, pemerintah kecamatan 3%.
o Kas pemda Tongkat II 55%.
o Kas pemda Tingkat I 25%.
Pelestarian cendana secara alam hanya diatur dalam penentuan jatah tebangan 
setiap tahun dengan rumus sebagai berikut :
Jumlah pohon x 75
Jatah penebangan = 
50
Jumlah pohon = jumlah pada hasil inventarisasi
75 = jumlah maksimum berat kayu cendana per pohon
50 = perkiraan daur hidup kayu cendana
B.  Perda Propinsi NTT Nomor 17 Tahun 1974
Isi perda ini sama dengan Perda Propinsi NTT Nomor 11/PD/1966 dengan 
perubahan pada :
a. Pemasaran dan penetapan harga penjualan cendana dilakukan oleh Gubernur Kepala 
Daerah Propinsi NTT.
b. Denda Rp. 5.000, atau dihukum 6 bulan penjara dikenakan bagi yang memotong, 
menebang, menyimpan kayu cendana tanpa izin Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten.
c. Denda Rp. 25.000, atau dihukum 3 bulan penjara bagi yang merusak pohon cendana 
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yang hidup maupun yang mati.
d. Denda Rp. 2.500, bagi yang tidak mempunyai surat pas kayu cendana dalam 
pengangkutan.
e. Seluruh kayu cendana hasil pelanggaran disita untuk pemerintah.
C.  Perda Propinsi NTT Nomor 16 Tahun 1986
Perda ini berisi :
a.Cendana yang berada didalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan 
Negara dalam Propinsi NTT dikuasai oleh pemerintah melalui Dinas Kehutanan 
NTT.
b.Pelaksanaan pengurusan cendana yang meliputi pengamanan, pemeliharaan, 
perlindungan, pemungutan hasil, eksploitasi, pengangkutan, penjualan, 
penguasaan, dan pemerliharaan diatur oleh Pemda NTT.
c.Pembinaan dan pemeliharaan cendana dilakukan oleh Dinas Kehutanan.
d.Produksi dan jatah tebang, harga penjualan, dan biaya eksploitasi cendana 
ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah NTT berdasarkan pada hasil 
inventarisasi Dinas Kehutanan.
e.Untuk cendana dari lahan petani, Musakabe (2000) menyebutkan bahwa 
berdasarkan Perda ini proporsi pembagian hasilnya adalah   15% untuk petani dan 
85% untuk pemerintah daerah (pemda).
f.Denda Rp. 50.000, atau dihukum 6 bulan penjara dikenakan bagi orang memotong, 
menebang, menyimpan kayu cendana tanpa izin Kepala Dinas Kehutanan 
Kabupaten.
g.Denda Rp. 25.000, atau dihukum 3 bulan penjara bagi yang merusak pohon 
cendana yang hidup maupun yang mati.
D.  Keputusan Kepala Daerah Tk. I NTT Nomor 71 Tahun 1986
Mengatur tentang target penebangan dan pengumpulan kayu cendana tahun 
1986/1987. Peraturan ini merupakan salah satu pengesahan target penebangan yang 
diperbolehkan setiap tahun. Sebagai contoh tahun 1986/1987 pohon cendana yang 
diperbolehkan ditebang maksimum sebanyak 800 ton. Kewajiban untuk menanam, 
memelihara dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kelestarian cendana tidak disebutkan.
E.  Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I NTT Nomor 136a Tahun 1986
Mengatur tentang pembentukan panitia penetapan harga penjualan kayu cendana 
di Propinsi NTT. Harga yang dimaksud dalam perda ini selain harga kayu yang 
ditenderkan juga harga kayu untuk industri penyulingan dan kerajinan lainnya, dengan 
patokan harga dalam negeri dan luar negeri.
F.  Keputusan Gubernur Propinsi  NTT Nomor 7 Tahun 1993
Berdasarkan peraturan pengelolaan cendana menurut Surat Keputusan Gubernur 
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NTT Nomor 7 tahun 1993 tentang Pengaturan Tata Niaga Kayu Cendana terdiri dari 18 
bab berisi 19 pasal. Namun dari sekian banyak pasal tersebut hanya terdapat 2 (dua) pasal 
yang mengatur tentang pelestarian sebagi berikut : Bab. IV (Pelaksanaan Tebangan), pasal 
4 berbunyi : Diatur bahwa yang ditebang selain pohonnya, tunggak yang mati dan yang 
hidup sekurang-kurangnya 2 tahun setelah penebangan pohonnya.  Bab XV (Kewajiban 
pembudiyaan cendana), pasal 15 berbunyi : Kewajiban Pemda Tk.II dan para pengusaha 
penyulingan, kerajinan untuk Membudidayakan cendana.
G.  Keputusan Gubernur  Nomor 2 Tahun 1996
Keputusan Gubernur ini merupakan revisi dari Perda Nomor 16 tahun 1986 dalam 
hal proporsi pembagian hasil, yaitu memberikan 40% bagian untuk petani dan 60% untuk 
Pemda.
H.  Perda Tk. I Nusa Tenggara Timur Nomor 2/1996
Mengatur tentang perubahan-perubahan peraturan daerah Tk. I Propinsi NTT 
Nomor 16 tahun 1986 tentang cendana.
Adapun beberapa perubahan yang mendasar adalah :
a. Pohon cendana yang tumbuh secara alamiah diatas tanah milik perorangan atau 
badan usaha adalah milik perorangan atau badan usaha tersebut.
b. Setiap penduduk diwajibkan membudidayakan dan memelihara cendana di atas 
tanahnya secara swakelola.
c. Setiap orang atau badan usaha yang mengusahakan penyulingan atau usaha 
kerajinan kayu cendana diwajibkan membudidayakan dan memelihara baik 
secara langsung maupun secara tidak langsung.
d. Dinas Kehutanan diwajibkan menanam cendana setiap tahun dalam kawasan 
hutan Negara, diatas tanah milik pemda Tk. I dan pemda Tk. II.
e. Penggalian akar cendana sisa tebangan sebelumnya dapat dilakukan setelah  
pemeriksaan oleh Dinas Kehutanan sekurang-kurangnya dua tahun, setelah 
pohon induk ditebang.
I.   Perda Propinsi NTT Nomor 11/PD/1996
Pada tahun 1996, Pemda Propinsi NTT membuat Perda No: 11/PD/1996  
tentang Kayu Cendana. Perda ini merupakan perubahan dari tiga perda sebelumnya antara 
lain; Perda Propinsi NTT Nomor 8 tahun 1968, kemudian Perda Propinsi NTT Nomor 17 
tahun 1974 dan Perda NTT Nomor 7 tahun 1980.  Perda  No 11/PD/1996 ini mengatur 
berbagai aspek kelestarian sebagai berikut :
a. Pengusahaan, pembinaan, eksploitasi dan pemasaran cendana diatur oleh 
Dinas Kehutanan Kabupaten;
b. Denda Rp. 10.000, atau dihukum 6 tahun penjara, dikenakan bagi orang yang 
memotong, menebang, menyimpan kayu cendana tanpa ijin Kepala Dinas 
Kehutanan Kabupaten;
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c. Denda Rp. 5.000, atau dihukum 3 bulan penjara bagi yang merusak pohon 
cendana yang masih hidup maupun yang sudah mati;
d. Denda Rp. 500, bagi yang tidak memiliki surat pas kayu cendana dalam 
pengangkutan;
e. Seluruh kayu cendana hasil pelanggaran disita untuk pemerintah.
J.  Instruksi Gubernur Nomor 12 Tahun 1997
Instruksi Gubernur ini berisi tentang Pelarangan Penebangan Kayu Cendana sejak 
tahun 1997 sampai 2003, untuk menjaga kelestarian cendana dari penebangan liar yang 
dilakukan oleh masyarakat.
K.  Peraturan Daerah Propinsi  Nomor 2 Tahun 1999
Perda ini dikeluarkan pada tanggal 26 Maret 1999 untuk mencabut Perda Nomor 
16 Tahun 1986 dan menyerahkan kepengurusan cendana kepada Pemda Kabupaten. 
Dengan dicabutnya Perda tersebut berarti :
•Cendana di lahan petani dapat dipanen dan dijual secara bebas oleh petani yang 
menanamnya.
•Cendana yang dikelola oleh Perkebunan Pemerintah dipanen sesuai dengan 
peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
IV. KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN MENUJU PENGUSAHAAN 
CENDANA YANG LESTARI
Dengan mencermati perda-perda tersebut diatas terlihat bahwa usaha pelestarian 
pohon cendana tidak secara jelas diamanatkan, seperti pada perda Nomor 78a tahun 1986 
ketentuan tentang usaha penanaman kembali masih kurang terakomodasi, prinsip 
kelestarian hanya disebutkan secara tersirat dalam bentuk jatah tebang. Hal ini 
menyebabkan pohon cendana dieksploitasi seperti bahan tambang. Keadaan tersebut 
sama dengan keadaan sebelumnya dan selama jaman kolonial, sehingga populasi cendana 
di alam semakin berkurang akibat eksploitasi yang semakin meningkat dari tahun ketahun 
akibat pasar yang semakin terbuka pada saat ini.
Contoh lain dalam Keputusan Pemerintah Daerah Tk. I NTT Nomor 71 tahun 
1986 disebutkan bahwa jatah tebang dalam tahun berjalan 1986/1987 sebanyak 80 ton. 
Selanjutnya pada tahun 1993, usaha-usaha rehabilitasi sudah disebutkan dalam pasal 
tertentu dan juga tentang silvikultur permudaan alam cendana mulai terakomodasi dalam 
Keputusan Gubernur Propinsi NTT Nomor 7 tahun 1993 ,dimana diharuskan pengusaha 
yang memanfaatkan cendana untuk usahanya, pemerintah daerah Tk. II maupun oleh 
masyarakat secara swakelola diwajibkan untuk menanam pohon cendana secara 
swakelola. Namun dalam peraturan tersebut tidak disebutkan secara jelas jumlah yang 
harus ditanam dan sanksinya tidak jelas apabila tidak melakukan penanaman kembali. 
Sebenarnya daya regenerasi cendana alamiah dapat melalui pertumbuhan tunas-tunas 
baru karena ada suplai makanan dari akar tunggak yang masih hidup. Adanya beberapa 
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pasal (pasal 3 ayat 3 dan pasal 4 ayat 2 dan 3) pada Perda Nomor 7 Tahun 1993 yang 
memberikan peluang untuk memanen akar tunggak dan akar cabang yang menyebabkan 
pelestarian secara alamiah cendana menjadi  terhambat.
Mengingat keberadaan cendana saat ini sudah diambang kepunahan maka sangat 
diperlukan  membuat peraturan daerah yang mempunyai spirit kelestarian alami dan 
berupa kewajiban dari seluruh pemerintah kabupaten untuk mengadakan penanaman 
kembali jenis cendana melalui program penanaman kembali seperti Gerakan Rehabilitasi 
Nasional baik pada lahan pemerintah, swasta maupun  masyarakat.
Hal lain yang perlu diatur adalah mengenai pembagian hasil jika tumbuhan dan 
tanaman di lahan petani dan pengusaha,  jika masyarakat dan pengusaha dilibatkan dalam 
penanaman sekitar hutan sebaiknya menggunakan prinsip lebih adil. Pembagian hasil 
sebaiknya ditentukan secara bersama-sama antara masyarakat, kehutanan dan instansi 
pemerintah dan swasta terkait lainnya. Sebab suatu aturan dapat berlaku efektif, responsif  
dan aspiratif  jika dari proses penyusunan melibatkan masyarakat serta disosialisasikan 
sebelum disahkan.
Peningkatan keterikatan berbagai pihak dalam usaha penanaman kembali, 
kepemilikan pohon cendana dan adanya aturan penebangan tunggak yang lebih baik 
sudah dituangkan dalam perda Tk. I Propinsi NTT Nomor 2 tahun 1996 tentang 
perubahan pada perda Tk. I Propinsi NTT Nomor 16 tahun 1986. Dalam era 
desentralisasi mulai tahun 2000 -2008 sudah ada 5 kabupaten (dari 20 kabupaten) dimana 
ke limanya telah mengakui kepemilikan pohon cendana yang ditanam di lahan milik.
Beberapa aspek teknis dan iptek yang sudah tersedia sebaiknya perlu diakomodasi-
kan dalam penyempurnaan peraturan perundangan tersebut adalah :
1. Pengaturan jumlah dan jarak antar pohon yang perlu ditebang sebaiknya 
dilakukan secara berselang seling, hal ini perlu untuk memberikan ruang dan 
cahaya yang mendukung untuk pertumbuhan anakan/tunas dari tunggak 
pohon.
2. Selanjutnya setelah anakan atau tunas tumbuh mencapai ketinggian 1-2 meter 
(setelah sampai 2 tahun tergantung kondisi tanah setempat) maka pohon 
terdekat ke tunggak bisa ditebang kembali.
3. Apabila anakan dari tunggak yang pertama sudah mempunyai akar sendiri, 
maka tunggak dari pohon tersebut baru bias dipanen dengan sangat hati-hati 
supaya anakan yang tinggal tidak terganggu.
4. Khusus untuk pohon yang sedang berbuah tidak diperbolehkan untuk tebang 
sampai buahnya bisa dipanen untuk persediaan bibit.
Selanjutnya aspek penting yang perlu diakomodasikan dalam peraturan 
perundangan tersebut adalah sosial, budaya, dan ekonomi seperti :
a. Ada insentif  bagi masyarakat yang mau menanam dilahan milik yang 
ditentukan berdasarkan jumlah pohon yang ditanam dan hidup sampai jangka 
waktu tertentu. Hal ini didasarkan pada pertimbangan berkurangnya luasan 
lahan yang seyogyanya ditanami dengan palawija karena kurang tempat 
tumbuh yang ditanami cendana. Wawo, A.H dan Rochadi Abdulhadi (2007) 
menyebutkan bahwa tanaman cendana dapat dikembangkan dengan model 
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agroforestry. Sedangkan khusus untuk perusahaan dapat diberikan kredit 
jangka panjang yang dibayarkan sesuai dengan perkembangan pertumbuhan 
tanaman.
b. Adanya trauma masyarakat terhadap pengelolaan cendana di masa lalu yang 
tidak berpihak kepada mereka dapat dinetralisir dengan sosialisasi yang 
konsisten dan adanya jaminan hokum bahwa peraturan yang sudah berpihak 
kepada mereka tidak akan diubah dimasa mendatang jika pohon sudah besar. 
Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga desa mulai saat 
penyusunan draft aturan baru tersebut di mana disebutkan bahwa jikalau ada 
perubahan harus melibatkan lembaga masyarakat tersebut.
Aspek terakhir yang harus diakomodasikan dalam peraturan tersebut dalam hal 
adanya keserasian antara peraturan pengelolaan cendana dengan peraturan agraria/ 
pertanahan, perpajakan, lingkungan hidup, pertanian dan kebijakan publik lainya yang 
terkait. Hal ini dipandang perlu untuk menghindari berbagi konflik pemanfaatan lahan 
dimasa mendatang.
Dengan adanya penyerahan pengelolaan pemerintahan di bidang kehutanan ke 
kabupaten maka peranan kabupaten dalam usaha untuk menghidupkan kembali peranan 
cendana untuk menyejahterakan masyarakat NTT menjadi sangat penting.
V.  KESIMPULAN DAN SARAN
A.  Kesimpulan
Beberapa kesimpulan yang didapat dari uraian singkat ini sebagai berikut :
1. Peraturan pengelolaan cendana dimasa sebelum kolonial yang didasarkan pada  
kepentingan raja dan bangsawan mengakibatkan eksploitasi cendana dilaksanakan 
seperti barang tambang tanpa memperhatikan aspek kelestarian.
2. Pada masa kolonial, kepentingan dagang juga merupakan hal yang utama dari     
kepentingan penjajah seperti Portugis dan Hindia Belanda.
3. Pada zaman kemerdekaan sampai tahun 1993 peraturan pengelolaan cendana belum 
menyebutkan prinsip kelestarian secara detail atau eksplisit.
4. Untuk menyempurnakan aturan pengelolaan cendana dimasa mendatang perlu 
dipertimbangkan kemampuan alami untuk bertunas (silvikultur), sosial, budaya dan 
ekonomi sehingga prinsip keserasian dengan peraturan perundangan yang akan 
digunakan sebagai dasar hukum yang diharapkan dapat mengakomodir kepentingan 
ekonomi dan prinsip kelestarian.
5. Pada era desentralisasi, sejak tahun 2000- 2008 Perda pengelolaan cendana sudah 
mengakui kepemilikan cendana jika ditanam di lahan milik.
6. Mengingat risiko kebakaran yang cukup tinggi di propinsi NTT sebaiknya pemerintah 
menyiapkan asuransi untuk kebakaran tanaman, sama seperti asuransi kebakaran 
bangunan dan tentunya dengan persyaratan yang cukup berat.
129
Perlunya Perbaikan Kebijakan Pengelolaan Cendana
Tigor Butar-Butar & Geisberd Faah
  . . .
B.   Saran-Saran
1. Mengingat populasi cendana yang sudah semakin kritis pemerintah pusat, propinsi 
dan kabupaten perlu bekerjasama untuk menyusun rencana terpadu dalam pengem-
bangan cendana di NTT.
2. Penyusunan kebijakan pengelolaan cendana sebaiknya diawali dengan kajian teknis 
silvikultur yang selain berorientasi produksi kayu juga perlu dikaji yang berorientasi 
produksi akar/perakaran
3. Keterlibatan masyarakat dalam pengusahaan cendana merupakan faktor penting 
dalam menjamin kelestariannya dan sekaligus sebagai sumber mata pencaharian.
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